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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi 

prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan pengadilan 

agama bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn perspektif maqasid syari‟ah, 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn 

menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan 

merupakan harta bersama yang dibagi sama rata (½ : ½) berdasarkan Pasal 

35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 

97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pertimbangannya, hakim 

berpegang pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa seluruh objek 

sengketa, seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan perabot rumah 

tangga, diperoleh selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan 

keluarga. Penetapan tersebut didukung oleh alat bukti berupa surat, 

keterangan saksi, dan pemeriksaan setempat (descente). Selain itu, utang 

yang timbul selama perkawinan untuk kebutuhan rumah tangga juga 

dikategorikan sebagai utang bersama yang dibebankan secara proporsional 

kepada kedua belah pihak. Menurut penulis, pertimbangan hakim telah 

sesuai dengan hukum positif dan memberikan kepastian hukum. Namun 

demikian, pendekatan yang digunakan masih cenderung legalistik dan 

tekstual karena penerapan Pasal 97 KHI dilakukan secara mutlak tanpa 
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pendalaman terhadap kondisi faktual para pihak. Seharusnya hakim tidak 

hanya menilai waktu perolehan harta, tetapi juga memperhatikan proses 

perolehan, kontribusi masing-masing pihak, serta peran non-material 

dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim memiliki ruang untuk 

melakukan penemuan hukum (rechtvinding) guna mewujudkan keadilan 

substantif. Selain itu, Amar putusan hendaknya dirumuskan secara lebih 

rinci dan aplikatif, khususnya terkait mekanisme pembagian harta, guna 

menghindari sengketa lanjutan pada tahap eksekusi. 

2. Implementasi prinsip keadilan dalam putusan ini lebih menonjolkan 

keadilan formal dibandingkan keadilan substantif. Pembagian sama rata 

dipandang sebagai bentuk keadilan karena sesuai dengan Pasal 97 KHI. 

Namun, menurut penulis, pembagian secara matematis belum tentu 

mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, terutama apabila terdapat 

ketimpangan kontribusi antara para pihak. Oleh karena itu, penerapan 

pasal tersebut secara kaku berpotensi mengabaikan keadilan substantif. 

Dari aspek lain, putusan ini telah memenuhi keadilan prosedural karena 

proses persidangan dilakukan sesuai hukum acara, mulai dari mediasi, 

pembuktian, hingga pemeriksaan saksi, sehingga menjamin prinsip due 

process of law. Akan tetapi, aspek keadilan substantif belum sepenuhnya 

optimal karena hakim belum mendalami kontribusi nyata masing-masing 

pihak, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik. Dalam praktiknya, 

kontribusi dalam rumah tangga sering kali tidak seimbang, sehingga 

pembagian yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan. Menurut 
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peneliti, keadilan substantif tidak hanya bermakna kesamaan (equality), 

tetapi juga kepatutan (equity). Oleh karena itu, hakim seharusnya menggali 

lebih jauh aspek-aspek seperti kontribusi ekonomi, sumber aset, 

keterlibatan dalam utang, peran domestik, serta kondisi pasca perceraian.  

3. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, putusan ini telah memenuhi 

aspek perlindungan harta (hifz al-mal) melalui penetapan status dan 

pembagian harta bersama secara jelas, termasuk pengaturan utang 

bersama. Namun demikian, implementasinya masih bersifat formalistik 

karena belum sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan para pihak 

setelah perceraian, termasuk perlindungan terhadap keturunan (hifz al-

nasl) dan keberlangsungan kehidupan ekonomi. Dalam maqashid syariah, 

perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai pembagian legal-formal, 

tetapi juga mencakup perlindungan kesejahteraan pasca perceraian. Oleh 

karena itu, pembagian harta seharusnya mempertimbangkan kondisi riil 

seperti pihak yang lebih membutuhkan perlindungan ekonomi, beban 

masing-masing pihak selama perkawinan, serta dampak terhadap 

kesejahteraan anak dan keberlanjutan hidup para pihak. Peneliti 

berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan pendekatan yang 

lebih fleksibel seperti pembagian proporsional, pemberian hak pakai 

sementara, atau kompensasi finansial tertentu tanpa bertentangan dengan 

hukum positif. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi aspek legal 

justice, tetapi belum sepenuhnya mencapai maqashid-oriented justice yang 

berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi prinsip keadilan 

dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 

Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, penulis memberikan saran sebagai berikut:  

1. Hakim diharapkan tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 

97 KHI, tetapi lebih aktif melakukan penemuan hukum (rechtvinding) dan 

interpretasi progresif serta mempertimbangkan keadilan substantif dengan 

memperhatikan kontribusi ekonomi, peran domestik, serta kondisi faktual 

para pihak terutama dalam kasus yang menunjukkan ketimpangan 

kontribusi, agar putusan lebih proporsional dan mencerminkan rasa 

keadilan, sehingga pembagian harta bersama tidak selalu dimaknai secara 

kaku sebagai ½ : ½. 

2. Pendekatan maqashid syariah perlu diintegrasikan dalam pertimbangan 

hakim, khususnya terkait perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan 

keturunan (hifz al-nasl), serta keberlangsungan kehidupan pasca 

perceraian, agar putusan lebih berorientasi pada kemaslahatan. 

3. Amar putusan sebaiknya dirumuskan secara lebih rinci dan aplikatif, 

terutama terkait pembagian aset, pelunasan utang, penguasaan sementara 

objek sengketa, dan mekanisme eksekusi, agar tidak menimbulkan 

multitafsir dan sengketa lanjutan. 
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